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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sepatutnya mencabut Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan 
Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut karena isinya bertentangan 
dengan semangat perlindungan dan restorasi gambut, mengancam pencapaian komitmen iklim 
Indonesia.  
 
Peraturan Menteri P.10/2019 yang seharusnya hanya mengatur masalah teknis penetapan puncak 
kubah gambut untuk menentukan area fungsi lindung ekosistem gambut ini justru ‘menyelipkan’ norma 
baru yang secara keseluruhan melemahkan perlindungan ekosistem gambut. 
 
Pertama, aturan ini mengecilkan ruang lingkup ekosistem gambut yang tidak boleh lagi dieksploitasi 
untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Aturan ini memperbolehkan perusahaan sawit dan 
HTI untuk terus mengeksploitasi ekosistem gambut dengan fungsi lindung hingga jangka waktu izin 
berakhir apabila lokasinya berada di luar puncak kubah gambut. Lebih parah lagi, aturan ini 
memperbolehkan eksploitasi puncak kubah gambut untuk sawit dan HTI apabila di dalam satu KHG 
(Kesatuan Hidrologis Gambut) ada lebih dari satu puncak gambut. 
 
“Memberikan keringanan kepada pelaku izin usaha sawit dan HTI untuk terus melakukan usahanya di 
ekosistem gambut dengan fungsi lindung tanpa proses evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan 
gambut bertentangan dengan semangat restorasi gambut untuk mengembalikan fungsi ekologi lahan 
gambut,” ujar Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. 
“Keterlanjuran pemberian izin di ekosistem gambut lindung seharusnya dikoreksi, bukan justru dibiarkan 
hingga izin berakhir. Ini bahaya karena jangka waktu izin konsesi sangat lama sementara ekosistem 
gambut dapat rusak dalam waktu singkat.” 
 
Data pemerintah dalam Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 menyebutkan 23,96 juta hektare 
ekosistem gambut atau 99,2 persen berada dalam kondisi rusak. Studi Bappenas tahun 2015 juga 
menyebutkan kebakaran gambut menyumbang 23 persen dari total emisi Indonesia pada tahun 2010, 
melepas 0,8 sampai 1,1 GtCO2e atau setara dua kali lipat emisi sektor energi di tahun yang sama. 
 
P.10 berpotensi memperburuk kerusakan gambut ini. Temuan awal Madani, pada Januari-Maret 2019 
ini, di Riau saja sudah muncul 319 titik panas (hotspot) di lokasi perkebunan sawit dan HTI yang 
merupakan wilayah prioritas restorasi BRG (tingkat kepercayaan tinggi). Di sisi lain, masa tugas Badan 
Restorasi Gambut (BRG) akan berakhir pada 2020. Tinggal 1 tahun lagi bagi BRG untuk menyelesaikan 
tugas restorasi gambut yang diembannya. 
 
“Agar tidak mencederai upaya mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut dan komitmen iklim 
pemerintah, aturan ini harus segera dicabut dan dikembalikan ke ‘trah’-nya, yaitu aturan yang lebih teknis 
untuk menentukan puncak kubah gambut saja tanpa ada pengaturan tentang pemanfaatan puncak 
kubah gambut,” ujar Teguh. “Selain itu, Presiden harus mulai memikirkan bagaimana kelanjutan 
keberadaan BRG karena kerja-kerja restorasi gambut adalah kerja-kerja yang bersifat jangka panjang,” 
tutupnya. 
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